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BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR

LHP atas LKPD Kabupaten Kayong Utara TA 2021 Diserahkan

Pontianak, 24 Mei 2022 — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran (TA) 2021
diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
(BPK Kalbar), Rahmadi, didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Yudi
Prawiratman, dan Kepala Sub Auditorat Kalbar II, Heribertus Kurniawan, kepada
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Abas SY, dan Bupati
Kayong Utara, Citra Duani, dalam acara Penyerahan LHP atas LKPD di Ruang Rapat
Kepala Perwakilan Lantai II BPK Kalbar. Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Kayong Utara, Inspektur Kabupaten Kayong Utara, dan Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah sesuai
dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat
ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan
merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. SPI tersebut telah

dilaksanakan secara efektif dan memadai.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai
dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka BPK berpendapat
bahwa posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tanggal 31 Desember
2021 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya
atau dengan kata lain "WAJAR TANPA PENGECUALIAN atau WTP”.
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Capaian opini WTP ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, khususnya dalam
Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi pengecualian pada Laporan
Hasil Pemeriksaan TA 2020. Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaiaan
keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, disamping

indikator lain yang telah ditetapkan.

Dengan tidak mengurangi capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
masih harus memperhatikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK dan
harus ditindak lanjuti. Permasalahan yang masih ditemukan di Pemerintah Kabupaten
Kayong Utara, permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan diantaranya adalah
pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi belum tertib dan belum optimal,
permasalahan yang berkaitan belanja yaitu kesalahan penganggaran belanja,
kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas, kekurangan
volume pekerjaan, dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban,
serta permasalahan pengelolaan Aset, pengelolaan persediaan dan aset tetap belum
tertib dan belum memadai.

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan mengharapkan pencapaian opini WTP dalam
kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu atau trigger terhadap peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah mampu mewujudkan
kinerja keuangan yang maksimal, yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar
JI. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205
Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com



